PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2010

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

WALIKOTA BATAM,

bahwa sehubungan terjadinya pelampauan atau tidak
tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja
daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula
ditetapkan dalam APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2010;

bahwa sehubungan adanya perubahan terhadap capaian
target kinerja program dan kegiatan berdasarkan hasil
evaluasi kinerja SKPD terhadap pelaksanaan APBD Kota
Batam Tahun Anggaran 2010 dalam periode Semester |
(satu);

bahwa  sehubungan dengan  keterbatasan  waktu
pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan pelayanan
publik dan peningkatan kapasitas daerah;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada huruf
a, b, dan ¢ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan
dengan peraturan daerah.



Mengingat

c1.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Rokan -Hulu, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4884);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lebaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2009

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kota
Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001
Nomor 10 Seri B);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001
tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan
Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001
Nomor 13 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2001
tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin
Usha Perluasan dan Tanda Daftar Industri Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 14
Seri C);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2001
tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga
kepada Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002
tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 22 Seri E);
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Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataan di Kota
Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002
Nomor 30 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005
tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan
Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65
Seri E);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2006
tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 01 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 07 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 6
Seri B);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organsasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 48);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 49);
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Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam
Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 51);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 tahun 2007
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Batam
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007
tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran
Daerah Kota batam Tahun 2007 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor
15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2008 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2009
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Batam Tahun Anggran 2010 (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2009 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BATAM ANGGARAN 2010

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2010,

sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah

Rp. 1.052.794.892.500,00
Rp. 35.486.828.393,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.088.281.720.893,00



2. Belanja
a. Semula Rp. 1.315.786.743.883,21
b. Berkurang Rp. (24.694.453.721,66)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Defisit setelah Perubahan

3. Pembiayaan

(1)

a.

Penerimaan

1) Semula Rp. 265.915.651.383,21

2) Berkurang Rp. (60.181.282.114,66)
Jumiah Penerimaan setelah Perubahan Rp.

Pengeluaran

1) Semula Rp. 2.923.800.000,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.

Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp.

setelah Perubahan

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 195.282.139.861,00
2) Berkurang Rp. (20.237.646.659,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp.

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 827.036.020.864,00
2) Bertambah Rp. 20.653.568.252,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah
1) Semula Rp. 30.476.731.775,00
2) Bertambah Rp. 35.070.906.800.00

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan Rp.

Rp. 1.291.092.290.161,55

Rp. (202.810.569.268,55)

205.734.369.268,55

2.923.800.000,00

202.810.569.268,55

00,00

175.044.493.202,00

847.689.5689.116,00

65.547.638.575,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pendapatan :
a. Pajak Daerah
1) Semula Rp. 144.665.342.500,00
2) Berkurang Rp _ (16.445.412.862,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp.

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 21.854.100.000,00
2) Berkurang Rp. (3.485.488.625,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
2) Berkurang Rp. (306.745.172,00)

128.219.929.638,00

18.368.611.375,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah setelah Perubahan Rp. 1.693.254.828,00



d.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 26.762.697.361,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 00.00
Jumiah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan
Rp. 26.762.697.361,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula Rp. 481.007.949.864,00
2) Bertambah Rp.  31.228.181.634.00
Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan
Rp. 512.236.131.498,00
b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 230.164.681.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 230.164.681.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 39.852.200.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp.  39.852.200.000,00
d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
1) Semula Rp. 76.011.190.000,00
2) Berkurang Rp. (10.574.613.382,00)
Jumiah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya setelah Perubahan Rp. 65.436.576.618,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Pendapatan Hibah
1) Semula Rp. 3.616.857.775,00
2) Berkurang Rp. (1.000.000.000,00)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 2.616.857.775,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 00,00
2) Bertambah Rp. 23.540.000.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan
Rp. 23.540.000.000,00
Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan
1) Semula Rp. 00,00
2) Bertambah Rp. _1.000.000.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan setelah Perubahan
Rp. 1.000.000.000,00

Dana Insentif Daerah (DID)

1) Semula Rp. 26.859.874.000,00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) setelah Perubahan
Rp. 26.859.874.000,00

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

1) Semula Rp 00,00

2) Bertambah Rp. 4.046.356.800,00

Jumlah Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD setelah Perubahan
Rp. 4,046.356.800,00
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Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD
1) Semula Rp 00,00
2) Bertambah Rp. 7.484.550.000,00
Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD setelah Perubahan
Rp. 7.484.550.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 554.815.679.097,39
2) Bertambah Rp. 9.347.166.218.85
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 564.162.845.316,24
b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 760.971.064.785,82
2) Berkurang Rp. (34.041.619.940,51)
Jumiah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 726.929.444.845,31
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
belanja:
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 482.407.207.097,39
2) Bertambah Rp.  1.960.638.218.85
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 484.367.845.316,24
Belanja Subsidi
1) Semula Rp. 20.940.328.000,00
2) Berkurang Rp. (1.393.472.000,00)
Jumiah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp.  19.546.856.000,00
Belanja Hibah
1) Semula Rp. 19.482.800.000,00
2) Bertambah Rp. 16.780.000.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp.  36.262.800.000,00
Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 23.030.000.000,00
2) Berkurang Rp. (6.500.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp.  16.530.000.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kelurahan
1) Semula Rp. 6.955.344.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Bagi Hasil kepada Kelurahan setelah Perubahan Rp. 6.955.344.000,00
Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
2) Berkurang Rp. (1.500,000.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 500.000.000,00

Belanja Langsung sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a.

Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 125.262.016.042,45
2) Berkurang Rp. (3.031.300.428,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 122.230.715.614,45
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b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 270.041.482.703,00
2) Bertambah Rp. 17.397.954.903,57
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 287.439.437.606,57
¢. Belanja Modal
1) Semula Rp. 365.667.566.040,37
2) Berkurang Rp._(48.408.274.416.,08)
Jumiah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 317.259.291.624,29
Pasal 4

(1)  Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 265.915.651.383,21
2) Berkurang Rp. (60.181.282.114,66)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 205.734.369.268,55
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 2.923.800.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.923.800.000,00

(2)  Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 220.000.000.000,00
2) Berkurang Rp. (62.319.108.726,64)
Jumlah SiLPA setelah Perubahan Rp. 157.680.891.273,36
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1) Semula Rp.  1.200.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 00,00

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan
Rp. 1.200.000.000,00
c. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
1) Semula Rp. 44.715.651.383,21
2) Bertambah Rp. 2.137.826.611,98
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan
Rp. 46.853.477.995,19

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
1) Semula Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan
Rp. 1.500.000.000,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. 1.423.800.000,00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 00,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan
Rp. 1.423.800.000,00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Batam Tahun Anggaran 2010 sebagaimanan dimaksud pada Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan
Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran i Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, dan Organisasi SKPD;

3. Lampiranill  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

4. lLampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasaan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VIl  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

9. Lampiran IX  Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah

Pasal 6

Walikota Batam menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam sebagai landasan operasional
pelaksanaan.
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 21 September 2010

3 WALIKOTA BATAM \J

=4 Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 21 September 2010

~4SEKRETARIS DAERAH 4;[/

"

AGUSSAHIMAN,
Pembina Utama Mady
NIP.19601123 198503 1 00

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 68



